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Reformasi Perundang-undangan
untuk Profesionalisme Perguruan Tinggi
Moh. Mahfud MD
Abstract This article examirrcs the obstacles faced by tertiary edu-
cational institutiors in burltling professionalism based on aspects of
legislation in kdonesia. It is clear that the institutions have to be
fiebped professionally in accordarrce with the global era- In the
nrtor",'tttr" institutions will be demanded to implement cornp_rehensive
fiurctiors as a center of culture, agent of social change and modem-
ization, place for institltionalization and so on. The institutions have
to t. org*i*d professionally, but the institutions face sweral legis-
lative ob-stacles and bureaucratic procedures. This article proposes re-
forrn of leagislations anal tl|e debureaucratization in managlng tertiag'
educational-institutions. This reform should be done to build the pro-
fessionalism.
Kata-katakunci:perguuantinggt,profesionalisme,refomasi'
seiring dengan gencamya reformasi total menuju Indo:resia 9* y*g
;;*I"y, i.qudr pada bulan Mei 1998 masalah pendidikan juga tidak
i"p* Orii polut * masyaraka! terutama para pakar dan penyelenggara
fendidf.a". Keluhan-keluhan tentang birokratisasi dan tarnbal-sulamnya
i.uiiur.* pendidikan nasional mulai sering digugat kembali dan diminta
ontot Am"uni secara mendasar. Dalam bidang pendidikan tinggi keinginan
i.io.masi joga cukup kuat disuarakan. Hal yang banyak dikgmukakal adalah
perlunya penataan mendasar dalam aspek manajemen, birokrasi dan per-
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aturan perundang-unaauar-r agar daram era globarisasi dan abad ke 2rperguruan tinggi Indonesia dapat rnenegakkan dngsi"t; r;;k"*orehensifdengan penyelenggaraan yang berdas-ar pada prlnsip-p.*.?p o."hsionar-lsme.
Tulisaan ini hendak meneraah beberapa persoaran seka'gus mena-
warkan solusi untuk meningkatkan *ut, iur. pr"frrr*;iit* ;rgllruaotinsg,, khususnya dari aspek peraturan perundang_undd;;J; sehmaini menjadi pemandu uho. *T resmi. Bagaimiup*, 
.,p"vi *lrf._o-pembaharuan dan penegakan fungsi p.rgr;- tinlgi ,ea; *"ni-* n*_fesional dari aqpek hukum hamslah-dibedaf, meuui ,oia, tirrrJrp |erut r"aoperundang-undangan yang mendasarinya, karena segalaprobtem y*g rrr,rn_cul selalu dikembatikan kepada aturan_aturan resminyi.
FI]NGST DAN MISI PERGURUAN TINGGI
upaya membedah persoalan profesionarisme perguruan tinggi tidakdapat dilepaskan dan l+gsi perguruan tinggr. p.ore.roiar*ne *i*nr*satu aspek saja dari tungsi lergrlpan t*ggi y*g k";;#;ii."tr*ekou.kq juga bahwa profeslonalir*. *.l.,rpukan sarah satu cara untrkmengimplementasikan f,rngsi_fungsi perguru; tinggi-_
Para pakar telah banyak y*g ,rirryu*paikanllndapat atar rumusatentang fungsi perguuan tinggi dengan *gtup* yang ti$eaa tetapi d+ngm substansi yang sam4 yakni membawa=masyarakJke arahyang rebihm4iu melalui kegiatan i*niah. perguruan t_ggl *rropuk* 6; p"*budayaan pemikiran ikniah, daram arti bahwa perguruan trnggi ditura*rmtuk membangun budaya akademik di karangan"sivitas ukffi##;
agar menjadi kreuif dI* r4engembangkan kegiatan ihniah U"ra**Uprmsip kebebasan akademik dan etika kelihuan sehingga memberipenco.:
':ahar pada masyarakat (Mahfud MD, rggT). n*gri-*gt p*-lerbeda:dikemukakan juga bahwa pergunran inggi *"*puk* igen pe.ubah@
masyarakat dad keadaannya sekarang ke arah yang lebih maju (devetopecr)-
Notosusanto menyebutkan 
lahwa fungsi uniJenitas ft 
"t":rg",n "gSperguruan tinggi pada umumnya) adatah sian instins*rrtiriigfir", d*profe si ona lising forc e (Notosusanto, I 983). Dengan institusioiaisasi 
.i.maksudkan bahsa peryuruan tinggi harustah berusaha seca.ra sadar 4a,,berencana untrk memantapkan pemuinaan instimsi, termasuk-ia"*Larrg.
"'u..'ilui agar menjadi positif bagi perkembangan masyarakat. krstiarsi-maiisasi ini sangat penting aitakutan oreh perguruan tinggi karena ada
l
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prinsip situationsgebundenkeit yang melihat segala gejala sosial sebagai
i.suat yang dinamis, selalu bergerak, dan selalu berubah. Selanjutrya
dengan profesionalisasi dimaksudkan bahwa perguruan tinggi harus ber-
usaha keras untuk melakukan pemantapan keahlian, tanggung jawab, dan
kesejawatan dalam profesiprofesi ilmiah sebagai bagian dari proses in-
stiursronalisasi
Subsansi fungsi perguru^m ';nggi telah ditampung dengan cukup me-
madai dalarn Peraturan Pemerintah No. 60 Tahrm 1999 (PP terbaru yang
mexugantikan PP No. 57 Tahgn 1998 dan PP No. 30 Tahun 1990) tentang
Pendidikan Tinggi yixlg merupakan salah safir peratumn pelaksanaan dari
undang-untlang No. 2 Th 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional. Di
dalaln pasal 2 PP No. 60 Tahun 1999 disebutkan bahwa perguruan tinggr
benujuan untuk: (a) menyiapkan pel?rta didik menjadi anggota masyarakat
yang memiliki kemarrpuan akademik dan/atauprofellonal yang dapat me-
orrupt*, menggembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu penge-
tahuan, telarologi dan/atau kesenian, (b) mengembangkan dan menyebar-
luaskan ilmu, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggu-
naannya untuk meningkalkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional.
Rumusan tujuan yang sekaligus menggambarkan fungsi pendidikan
tinggi secara qpesifik ini kemudian ditegaskan lag. di dalam Penjelasan
Urirrln PP No.-50 Tahrm 1999 yangmenydakan bahwa perguruan tinggi
diharapkan menjadi pusat ponyelenggaraan dan pengembangan pendidikan
tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu, teknologi
a*lrt^, keienian sebagai suafir masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita
luhur, masyarakatbelpendidikan yang gemar belajar dan mengabdi kepada
mxyarakai serta melaksanakan penelitian yang menghasilkan manfaat yang
meningkatkan mutu kehidupan bennasyarakat, berbangs4 dan bemegara.
Rr*u=* tujuan dan Penjelasan umum tersebut telah merangkum
hampir semua rumusanten{ang fungsi perguruan tinggi yang dikemukakan
oleh para ahli dengan versinya masing-masing, Konsep-konsep seperti pusat
budaya, agen penrbahan sosial, agen modernisast, institutionalising force,
dan professiinalising force menegaskan bahwa fungsi perguruan 
'nggi
selalu terkait dengan upaya memajukan masyarakat melalui kegiatan ilmiah,
dan fungsi tersebut telah ditampung baik dalam UU No. 2 Tahun 1989
tentang Em"* Pendidikan Nasional maupun dalarn PP No. 60 Tahun 1999
tentin; Pendidikan Tinggl. Untrk menegakkan fungsi mencapai tujuan-
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tujuan pendidikan tinggi maka peraturan perundang-undangan tentang pen-didikan tnggi juga menggariskan tiga misi yurg-air"u.rt-Triahu.*u prr-guruan tinggi, yakni pendidikan dan pengaJaran, p'eneritian, dan pengabdian
pada masyarakat. untuk mencapai upu y*g diidearkan oteh runlsi, tujuarr,dan misi itu ada yang harus diperhatikan yakni profe'sionarisme
yang mendasari kine{a untuk meraih mutu tinggi dalam setiap hasil karyailmiah, sekaligus menjamin bahwa hasil karya itu tidak akan merugikan
masyarakat.
PROF'ESIONALISME DI ERA GLOBALISASI
Profesionalisme menjadi kebutuhan bagi tampilnya perguruan tinggi
dengan kinerja dan hasil karya yang uertuatitas r.roui a*gi,, idear-ideai
yang terkandung dalam fungsi, tujuan, dan misi yang dietbannya Jika
s_ebuah pertanyaan tentang sasaran perguruan tinggl iikemukakan makadapat ditegaskan bahwa sasarim utama daram refJinasi perguruan tnggi
tidak jauh berbeda dari sasaran reformasi pendidikan nasiona-paoa urnum_
ny4 yalari menyiapkan sumber daya manusia (sDM) Indonesia yang ber-
mutu, bersatu dan'demokratis sesuai dengan kesadaran global (giobal con_
sciousness). Para ahli mencatat bahwa pada era globalisasi Ju r*u nutyang akan menjadi inti kesadaran atau nurani global dalam kehidupan
masyarakat di selunrh dunia yaitu kesadaran akan perlunyaupayapelestarian
lingkungan, kesadaran akan perlunya upaya pengembang*-r*irl, k"ru_
-daran 
akan perlunya demokratisasi dan pengembingan ,Irt"r' demokrasi,
kesadaran akan sangat mendasamya penghayatan dan pengamalan hak-hak
asasi manusia, sertakeharusan merakukan liberalisasi sisteir ekonomi pasar
terbu!3 dan interdependensi ekonomi gtobal (Seda, 1995).
Kesadaran atau nurani global yang m-uncul sebagar kekuaan yang
tidak dapat ditolak itu akan mendorong perkembangarr}rasya.akat secara
revolusioner unfuk keluar dari ikatan-ikatan negara bangsa dan ikatan-ikatan
budaya untuk masuk ke dalam pola hubungan globar y*g *r"Judi mudah
dan cepat. Kemudahan dan kecepatan hubungan ini disebabkJn oleh ter-jadinyasistsmsuperhighwayinformationkarenakemajuanteknologikomu-
nikasi dan terciptanya. information market prace (Dirtouszos, lfgil. "
Dari sini tampak jelas pula bahwa, selain hilangnya batas-batas ikatan
negara bangsa, demokrasi menjadi sangat penting dirnuru depan karena
merupakan salah satu dari lima isi nurani globai. Di seluruh duniarnasyarakat
masa depan dituntut untuk menj adi masyarakat yang demokratis dan terbuka,
lI
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,valari masyarakat madani (civil society) yaog selalu berjuang untuk mem-
p"*o*i dirinya melalui kreativitas pemikiran dalam menghadapi berbagai
Lmrao y*gselalu meningkat dan berubah. Pada masyarakat yzuag seperti
mi setiap warganya memiliki daya untuk selalu mandiri dan bukan tertekan
oleh kekuasaan yang absolut (Tilaar, 1998). Masyarakat yang demikian
dapat dihasilkan-oleh proses perubahan yang mengadaptaslka,n keins:nan
orrg*y, untuk berubah menjadi lebih baik dalam evolusi kehidupan ma-
"y.'ut 
ut V*g merupakan hasil kompetisi yang seh* antara berbagai keku-&r rorio*Jrftrruf isenat I1B, 1998). Masyarakat Indonesia.tidak akan
dapat menghindari keharusan membangun dirinya untuk menjadi miNya-
nrkat yang-dapat hidup di era globalisasi, yakni meojadi masyarakat ln-
rhnesra ylng 6ersatg, demokratis dan berbudaya. Dalarn hubungmnya de-
oga, rerormasi pendidikan makapendidikan nasional lndonesia harus mam-
fr membawa masyar,akat Indonesia menjadi masyarakat madani.
Perlu juga dicatat pandangan Krugmm (1994) ketika menanggapi
hasil shtdi Ving ditetua*an oleh Baak Dunia di awal dekade ini tentang
q.timisme perkembangan ekonomi. Bank Dunia mengennrkakan kemajuan
iau cepafiya pertumtuhan ekonomi di negara-negara Asia_.dalam apa
y-g Ar.U"t 'ihe hst Asian Miracle (1993). Kmgman melihat bahwa
opig,Vu pertumbuhan di kawasan Asia bukanlah disebabkan oleh pro-
duktivrtas negara-negara Asia sendiri melainkan oleh masuknya investasi
modal dan pitr4*-p"t.rja asing yang sangat besar ke kawasan ini. Per-
nnnbuhan @erupakan hasil perspirasi, bukan
mspirasi, rendiaiun-unggi Asia sebenamya belum menghasilkan sDM
rang produktil malahan c-enderung menanrbah jumlah penganggur terdidik.
bailm kenyataanya pendidikan tinggi ddak mampu secara signifikan mela-
hirkan tenaga keia yang produktif karena paradigmanya tidak responsif
terhadap tuntuAn prof"sionatist"e dan daya saing yang "" ggl. Secara umum
pr*digi*u pendi&kan tinggi masih melahirkan lulusan yang bermental
p"gu*ui birokrat, yakni pekerja yang tidak kreatif karena cenderung mar
L[..ju hanya jika ada perintah dan peau{uk (Tilaar, 1998) 
-
irolemik t€ntang lrtusu, perguruan tinggi yang tidak siap kerja masih
saja berlangsung. Di satu pihak ada keluhan bahwa lulusan lerguruan
tirggi tidak siap pakar karena keahlian dansHl/-nya sangat rendah sehingga
oOI[ arpu, Uersarng dalam memperebutkan lapangan kerja lebih-lebih
iitu ,aloiarIlya adJatr lulusan perguruan tingg asmg. Pembuat kebijakan
OA*, biiang pendidikan tinggi menyangkal bahwatggas perguruan tinggi
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!** mencarikan pekerjaan bagi mahasiswanya. Mungkin pihak Depdik-bud sebagai pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan nasional benar
!fuu lembaga pendidikan itu bukan untuk mencarikan pekerjaan, karena
dalam masyarakat kita masih kuat memegang budaya formatisme sehingga
lulus perguruan tinggi menjadi kebanggaan dan bukan menjadi kebutuhan
terhadap keahlia+. Dengan memiliki ijazah perguruan tinggi gengsi se-
seomng menjadi naik dan posisi sosialnya meningkat tajam tmpa peduli
apakah Aazah itu berguna bagi pemngkafan kualitas dirinya secara riel
atau tidak. Keadaan ini diperparah oleh sistem rekrutnen tenaga kerja
kita, terutama untuk sektor resmi, yang mendasarkan diri sepenuhnyapada
gazah dalam menentukan posisi seseorang. Mereka yang memrliki ijazah
perguruan tinggi akan menempati posisi penting meskipun tidak memiliki
keahlian yang rnemadai. sedangkan mereka yang rnemiliki keahlian dm
skill dapat terlempar ke strata bawah dalam stnrktur pekerjaan jika tidak
memiliki ijazah pendidikan fomral menurut tingkatrya masing-masing. Di
sinilah gagasan masyarakat bebas sekolah (deschooting societyl dangugata
Ivan lllich bahwa sekolah (resmi) telah menimbulkan kasta-kasta dalam
masyarakat menemukan relevansinya. Hal ini menyangkut masalah budaya
masyarakat dan paradigma yang dianutrya dalam bidang pendidikan.
Hal yang sangat diperlukan adalah perubahan paradigma perguruan,
tinggi agar menjadi peka terhadap perkembangan masalah-masalahiosiaf
politik dan ekonomi sehingga mampu menghasitkan lulusan yang mamFt"
berkiprah di era global dengarr profe sionalisme yang dimilikinya. pirguruan :
tinggi harus dapat menghasilkan lulusan yang profesionai melalui krnerja
yang juga profesional sehingga mampu merajut keterkaitan perguruan tnggi
dengan dunia kerja. Tugas perguruan tinggi adalair membentuk hnuse
lang mqmiliki intelektualitas, keteranrpilan, dan profesionalitas.. Ketiga
elemen kebutuhan itu sebenarnya dapat dirajut dalam saar istilah dan konsep
yang disebut profesionalisme.
Istilah profesionalisme itu sendiri memiliki bertagai pengertian, ter- -
gantung pada pilihan titik berat yang mendefinisikannya. Ada yang meni-
tikberatkan definisinya pada penguasaan Iptek yang disertai dengan kete-
rampilan untuk menerapkiumya. Ada pula yang mengindentifikasi profe=
sionalisme pada kemampuan manajerial. Namun, Maister mengemukakm'
bahwa profesionalisme bukan hanya menekankan penguasaan Iptek dan
manajemen, melainkan menekankan sikap hidup (Maister, lg97). MaisEr.
mengatakan bahv.taa real professional is a technicianwho cares;profesional..
I
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adalah mereka yang memiliki sikap (attitude) dm bukan hanya menguasar
sekelompok kompetensi. Hrmtington mengemukakan bahwa profesi bukan-
lah sekadar vokaqi melainkan rnerupakan vokasi khusus yang bercirikan
keahlian (expertise\,taaggungjawab (responsibilip), dankesej awatan{cor-
porateness) (Huntngton, 1964). Karakteristik orang yang profesional ada-
Iah: merasa bangga atas peke{aanya dengan komitnen pribadi yang kuat
das kualitas; memilih rasa tapggung jawab yang besm, antisipatif, dan
penuh inisiatif; selalu ingin mengerjakan pekerjaarmya dengan tuntas dan
ikutterlibat dengan berbagai nrgas di luarperan yang ditugaskan kep"d*yu;
selalu ingin terus belajar guna meningkatkan kemampuan kerja dan ke-
rmrnpuan melayani; 5slslu ingin mendengarkebutuhan pelanggan dan dapat
bekerja baik dalam satutim; dapat dipercayE jujur, tems terang, dan lpyat;
terbuka terhadap kritik yang konsfuktif serta selalu siap meningkatkan
dan menyempumakan dirinYa.
Pengertian sederhana dan teknis tefltang profesionalisme porguruum
i ungei dikemukakan oleh llaryana (1996) seperti berikut ini. Perkuliahan
1 U"4A* hncar, dinamis, dan dialogis. Masa studi mahasiswa tidak lamaI trt pi indeks prestasinya tinggi. Animo masyarakat besar karena dipercaya.
I Staf ahnemiknya berkualitas baik kemampuan rielnya (ienjang pendidikan
I a* keahliarurya) tnaupuo kualitas kewenangannya fienjang jabatan akade-
I mitarya) yang selain aktif mengajar juga aktif dalam p€rtemum ilmiah
I Aan produktif dalam karya ilmiah. Birokrasi pengelolaanya singkat dan
I ptus. Semua kegiatannyaterprogram secararapi. Kampuuryabersih, hijau,
I A^ sejuk. Alumnusnya gampang memasuki balftan mampu menciptakan
I hpangan kerja.
I
I **",*GGUPERATURANPERUNDAI{C-UNDANGAN
I Upaya membangun profesionalisme perguruan tinggi di lndonesia
I udrk dapat dilepaskan dari upaya menelaah kembali peraturan perundang-
I rmdangan tentang pergun#uc tinggi itu sendiri, karena kinerja perguruan
I uoggi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah yang
J Atraogkan di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaanya adalah:I Urgui"r*akah peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mem-
I frsilitasi ideal-ideal pergunum tinggr itu?X Danat dikemukakan bahwa secara umum rumusan-rumusan verbal
I aau ketentuan normatif pada fingkat konstitusi mengenai perguruan tinggi
n sudah cukup memadai, minimal telah membuka piutu bagi lahimya kinerjaIII
I
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perguruan tinggi yang profesional. UUD I 945 telah menugaskan pernerintah
untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam memajukm pendidikan na-
sional dan mencerdaskan kehidupan gangsa. Meskiprxr UUD ini
istilah pengajaran, yang dimaksudkan memang pendidikan dalam artinya
yang umum. Rumusam GBHN tahun 1998 yang kemudian dicabut dan
diganti dengan Tap MPR X/N,[PR/1998 tentang Pokok-pokok Reformxi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupm
Nasional sebagai Haluan Negara telah menggariskan bahwa pendidikaa
tinggi diupayakar.agar menghasilkan tenaga profesional yang kreatif yang
dapat bersaing dengan bangsa lain,
Pada Tap MPR itrl rufiiusan ke arah profesionalisme lebih bersifd,
umum sehrngg4 meskipun rumusannya tidak persis sama dengan GBHN
yang telah diganti, esensinya tetap dapat diterima sebagai keinginan bangsa
Indonesia. Meskipun demikian, dalam kenyataany4 mahasiswa di pergu-
ruan tinggi lebih banyak dipaksa menerima ilmu-ilmu yang terlalu teoretis
dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pada gitrranqa
hanya membuat lumpuh krealivitas mahasiswa (Djojonegoro, 1998). Umfi
itu diperlukan langkah-langkah pembenahan dalam berbagai segi agar per,
guruan tinggi menjadi profesional baik produk (lulusarmya) maupun kinerja:
insatusinya. Jika masalah ini akan dijawab atau diselesarkan dalam sufu
hukum dan peraturan perundang-undangan maka dapat dikemukakan bah-
w4 selain perlu ada perubahan beberapa materi peraturan perundang-w,
dangan, diperlukan jugakepastian penerapan serta sinkronisasi antara sudn 
.
peraturan perundangan dengan perahrmn perundangan liaimya. Beber4a
catalan yang terkait dengan peraturan pemndang-undangan disajikan dalO
uraian berikut ini.
.!
Penegasan Misi pada Masyarakat Madani
Sejak 1961 telah digariskan bahwa misi perguruari trnggi adelah tir:
dhanna yakni pendidikan dan pengaj aran, penelitian, dan pengabdian kepade
masyarakat. Misi ini masih tercantum juga dalam pasal 3 PP No. 30 Tahu.
1990 Jo. PP No. 57 Tahun 1998. Misi yang terdiri dari pendidikan dia
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat itu tarnpakn5a'
belum akomodatifterhadap gagasan masyarakat madani sehingga diusullo'
oleh Tilaar untuk diperbaruhi (Tilaar, 1998). Masyarakat madani adalah
masyarakat yang demokratis dan terbuka yarg disertai perkembangan I@
yang pesat. Gagasan Tilaar ini mungkin didasarkan pada kenyafaan bahra
I
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dalam praktiknya pendidikan tinggi tidak mendorong pembangunan sikap
demokratis dm terbuka di kalangan mahasiswa, Namun penggantian atau
penrbahan misi ini mungkin tidak harus dilakukan karena jika yang dipen-
ringkan adalah akomodasi terhadap gagasan masyarakat madani maka cu-
@lah poraturan perundang-undangan memberi ruang yang cukup bagr
pembangunan masya:akat madani sepeti yang telah dikemukakan di atas.
Kmkretrya dapat dik*akan bahwa misi perguruan tinggi adalah mem.
hgun masyarakat madani dengan cara melaksanakan tridharma yakni
@idikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarak*.
lmplikasi Akreditasi Nasional
Selak 1997 pemerintah melakukan akreditasi nasional bagi perguruan
tfoggi sebagai pelaksanaan ketentuan UU No. 2 Tatrun 1989 pasal 121
dm PP No. 57 Tahun 1990 yang menggariskan adalrya badan akreditasi
utuk melakukan'petrgawasan mutu dan efisiensi bagi semua perguuan
"'"ggi. Badan Akreditasi Nasional (BAI*$ menurut Kepmendikbrid No.It7rull 998 merupakan badan nonstruktural dan bersifat independen. Ada-
qa BAN ini penting terutama untuk melindungi masyarakat dari penipuan-
penipuan tentang mutu.
Menyangkut BAN, ada tig a cdatanyang perlu diperhaUkan . Pertama,
lnsil penilaian BAN tampaknya belum mengganrbarkan kely-ataan yang
s,sorgguh"ya tentang kinerja progr:tm studi yang telah <lintl1..Banyak
trogram studi yang secara umlrm dinilai masyarakat su{a! baik tetapi
t""yataar"ya nilai yang diperoleh da4i BAN lebih 1enqrl.du" progmm
*rdi yang iecara umum pula diketahui oleh masyarakat lebih rendah mu-
myu. t i dapat terjadi karena kelalaian datam pengisian borang di safit
pit*t O* t"riuto beisemangatnya pergunran tlnggi dalam pengisian borang
*nt rne"arpatkan at<reditasi ai prtrat lain. BAN harus mengkaji kembali
instrurnen yang tepat agar informasi yang diperyleh dari program studi
taog afan diakiediiasi dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
Kedua, dalam kenyataan di lapangan ada sebagian pergunran tinggi
gang dalam beroperasinya tidak didasarkan pada ketentuan-peratran pe-
i*i*g-*d*gan yang berlaku seperti dituangkan dalam SK Mendikbud
Xo. OOi'eru/ I gtl j o. NJ. O:+:ru7 1 994 j o. No. 222 N / 1998 tentmgPedoman
Pendirian Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi tersebut bahkan menyatakm
mendapat at<riaitasi dari lembaga pemberi akeditasi di luar negeri yang
bersifal tidak peduli pada beroperasinya BAN. Pemerintah belum mem-
berikan sikap yang tegas t"r,tang akreditasi yang diminta ke luar negeri.
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Keti ga, sebagai konsekuensi pemberian akreditasi, maka birokrdisasi
dalam pembinaan perguruan tinggi dilonggarkan sehingga pergurum tinggi
tidak lagi dibelit oleh masalah admiristratifyang menyulitkan dengan alas;
pembinaan. Dalam kaitan ini keputusan Dirjen Dikti No. :o+/DlrrvKep/
1998 dapat dianggap sebagai debirokrdisasi yang harus dilakukan sebagai
konsekuensi dari hasil keqa BAN. Kepuhrsan ini memuat pengakuan secia
unplisit batrwa penghargaan pemerintah diberikan kepada ifN a* ffS
tanpa mernbedakan stahrsnya ymg negeri atau swasta, melainkan atas pe-
ringk* akreditasinya. Prinsip kesetaraan dan kemifiaan prrgu** tilGgi 
,
negeri dan swasta ini mulai menampakkan realisasinya. PTS yang se.ula i
harus membuat laporan yang smgat banyak dan berbelit-belit dibebaslcan
d4n keryajiban itu jrka telah terakreditasi dan hanya wajib membuat laporan
mahasiswa yang masuk dan lulus setiap tahrm.
Akan tetapi debirokratisasi ini agak terganggu ketika pada awal 1999
Direktur PTS+TS mengeluarkan surd Edaran bemomor zz4tD4.N/o3t
1999 yaag isinya kembali membelit PTS-PTS dengan kehamsan-kehanrsm
yang sangat birokratis sehingga menimbulkan protes dan penolakan d'i
sementara PTS yang telah teralaeditasi, karenJpihak Di{on Dikti dinilai
crlalu jauh mencanrpuri urusan PTS sehingga mengganggu otonomi (Fe
rurn, 1999). Alasan pihak'Di$en adalah untrk melindungimasyarak* dari
kesembronoan, sementara PTS seharusnya tidak,mengsftankan prinsip
birokratisasi sebagai akibat akreditasi tersebut. Iag pul4 untut im
padang, sebenamya akreditasi oleh negara itr tidak terlalu diperlukan
ren4 jika negara semakin maju, penilaian tentang mutu dan kinerjapen
guruan finggi itu akm diberikan sendiri oleh masy'arakatnya. Semakin frd
suatu miuyarakat akan semakin kecil kebutuhannya atas formalitas-fu
malitas pembinaan oleh pemerintatr melalui akreditasi, misalnya. ':
Kurikulum Nasional dan Taksonomi program Studi
Dalam rangka pernbinaan pula Depdikbud telah menggariskan
jaksanaan tentang kurikulum nasional yang harus dipergunakan oleh
progfirm studi yang ingin diakreditasi oleh pemerintah. pemerintali,i
telah membuat klasifikasi tentang bidang-bidang ilmu yang termasuk
pendidikan akademik dan profesional yang diatur dalam,UU No. 2
1989 dan PP No. 57 Tahun 1998.
. Pi dalam praktiknya acapkali terjadi sebuah perguuan tinggringinkan suatu bidang ilrnu dijadikan program pendidikan akademik
1-
270 JURNAL IIMU PENDNIKAN, NOYEMBER lgg9, JILID 6, NOMOR 4
Aparatur Neg*ra No. 59a4ENpAN/19g7. Di sa:ra disebutkan bahwaumrk
mengajar secam mandiri pada program sl seorang doseq harus telah me_miliki jabatan akademik Lkt";. {etentuan ,i k;;di; mift denganpeilrunan tingkat jabatan asattcal dikompensasi dengan ijazadlang tebihtinggi seperti s2 dan 53, seorang doktor as^alkm *r*iiti;-ut#umar*t(apapun tingkahya) sekarapg dryaf diberikewenangan mmdiri untukme'g-
3.T:.b'1-*,IljT1,Mpk r (ulusan 52) yang telah Lektor naaAya. Oansudut hukum, perbedaan pengaturan antara SK Menteri dm SK fiid* it,tampak aneh sehingga perlu disinkronkan-
Betum tampak r<eurjakan 6;;;"dmif tefradap pemikiran barubahya, rada era globalisa ' profesionarisme menuntut juga haaimya tenagaprofesional dari dunia industri yang memiliki kemamffi d-* p;gr*.*di bidangnya tetapi tidak memiliki-jabatan akadenlik. oiri"ffig* o._partemen Agama adape-mikiran qt*p majutentang mi ketikinifen Bim-baga Islam membuat kebijakan bahwa ulama yang-berkuatitas Llat diberijabatar guru besar dalarn bidang keislaman tertentr unaft *.og*1'o secarapenuh di Program studi Agama Islam. Di ringkungan o*riSJpoituoo,
selain dalam pelajaran_ Kewiraan, kebrjakan seperti ini belurn diwadahi
secarajelas, padahal dalam kenyataannya banyak prog.* *AiJ*g r"*-byt{rka3 tenasa ahri dari ruarpr.gu*; tinggr gaurg iaak m*,iiimiututu,
akademik). Persoalannya kemudian adatah liabsua* unu o"r* *.1rg"l*,
menguji, dan menilai mahasiswa dalarn mata kuliah t rr"* v*s sangddikuasarnya.
Penggunaan Bahasa pengantar
Mengenai bahas3 pengantar daram proses pendidikar, baik dalamuu No. 2 Tahun 1989 maupun daram pp tto. 57 Tatrun r99g, disebutkan
l**u bahasa,nenealtar daram pendidikan kita adalah bahasa Indonesia.tran:Na asmg dapaf dipergunakan sebagai bahasa pengantax sejauh diper_lukan (pasal42 UUNo. 2 T4* tq*q) J*p.fuk*rr"'rr"*g=p.;g**
baha.sa asing itu akanditetaplan dengan Keputusan Menteri [pilur z o*rperubahan atas Pp 57 Tahun tra). Gtetap* u.t"ri,t,,u*[ui rrt**g,belum dikeluarkan, meskipun.banyak perguruan tinggi yang telah meng_gTukA b4* asing sebagai bahasa peng**y"]1""d-Jbdra.sa
*rts S b.grbagai perguruan trnggi menjadi,*gut p.otirg aTil *.rv"il
song abad ke -2 I yang massifikasi globaiisasinya semakin kuat dan menuntril
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lulusan yang memiliki kemampuantinggi dalam komunikasi dengan bahasa
inrcmasional. Dapat saja pengaturan dengan sebuah keputusan menteri itu
tidak diperlukan, karena ada tuntrtan yang lebih bebas tentang hal ini.
Ada baiknya jika.masalali bahasa pengantar tidak diour dalam peraturan
perundang-undangan dalam bentuk apapun karena hal ial tidak akomodatif
terhadap tuntuan atau kecenderungan masa depan
Pendidikan Jarak Jauh
Pendidikan jaqak jauh dan kelas jauh masih menjadi persoalan dari
sudut perduran perundang-undangan. Pemerintah serdfui sampai saat ini
secara re smi masih melarang dibukanyakelas jauh atau kelas di luar tempat
kedudukan pergunun tinggi penyelenggara. Dalam draf Peraturan Peme=
rintah pengganti PP No. 57 Tahun 1998 disebutkan kemungkinanpenyeleng-
garaan pendidikan jarak jauh foasal 5 ayat 4). Namun draf PP itu belum
menyebut kemungkinan pembukaan kelas jauh yang justru telah menjadi
altematif pengembangan yang dilakukan berbagai perguruan tinggi. Jika
pendidikan jarak jauh merupakan penyelenggaraan dengan menggunakan
alat komunikasi modem, maka pendidikan kelas jauh (yang sering disebut
in house training\ yang banyak berkembang adalah penyelenggaman tatap
muka tetapi mongambil tempat di luar kedudukan kampus urduknya.
Penyelenggaraan kelas jauh yang sampai saat ini dilarang oleh Di{en
Dikti sehmusnya dapat dipertimbangkan kembali, karena penyelenggaraan
kelas seperti ini tidak lebih jelek daripada penyelenggaraan pendidikan
jarak jauh. FIal yang harus dipersoalkan dan diawasi secaraketat sebenamya
adalah pemenuhan persyamtannya. Iika pelarangan itu didasarkan pada
kasus adanya pergunum ''.gg yang menyeleaggarakan kelas jauh tetapi
disuborderkan kepada lembaga atau orang yang tidak kompeten maka pem-
berlakuannya tentu tidak dapat dipukulratakan. Ada beberapa perguruall
tinggi yang menyelenggarakan kelas jauh dengan hanya memindahkan tem-
pui ,gut lebih praktis, sedangkan syarat-syarat pefl}}Jar, sllabus, jumlah
Ltap muka dan lain-lain masih sama dengan yang dilahkandi kampus
rnduknya dan tetap memenuhi semul ketenttran yang berlaku. Seharusnya
yang seperti ini tidak rkut dilarang karena dengan perkembangan teknolo_gi
komunikast dan transportasi sekarang mutu pembelajaran tetap dapat di-
upayakan sejauh lembaga yang bersangkutan tidak sejak semula bermaksud
menyelenggarakannya untuk sekadar formalitas belaka.
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Penentuan Tahun Akademik
Perafirran yang berlaku (w No 2 Tahun 19g9 jo. pp No. 30 Tahrm
1990 jo. PP No. 57 Tahun 1998) menyebu&an bahwa tahun akademik
dibagl dalam minimum dua semester yang masing-masing terdiri dari 16
minggu. Ketentuan ini temyata tidak mengakomodasi p"uttil. yang telah
ada selamaini dalam bentuktrimesteq yang memenggal sitot t un at uo"*it
meryadi tiga periode tetapi ketentuan minimal to minggu masih tlapd
dipenuhi. selain itu datam praktik ada juga program semester pendek yqg
hanya berlangsung kira-kira 7 minggu (penode menjelang tahrm ak4demik
baru) yang pemenuhan atas waktu perkuliahannya n*yu*.ngacu kepadaj$rt ir* Perkernbangan di lapangan yang merupakan p.m-en"r,un^aa*
kebutuhan praktis ini sebaiknya tidak terhambat oleir peraturan yang remi
berlaku.
Penggunaan Celar
.- - 
G"1* lulusan perguruan tinggr yang dapat disandang oleh seseorang(lulusan) iuga telatr diatur dalam peraturan perund*g.*d*g*. Dalm
pasal 19 ayat (1) uu No. 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa gelar dan/atau
sebutan tulusy pergunian tinggi hanya dapat digunakan olef, hrlusan per-
gtxuan trnggr yang dinyatakan bedrak memiliki gelar dan/atau sebuan
yang bersangk*tan. sedangkan di dalam uu yang sam" 1pa"ar 55 ayat l)
disebutkan bahwa barang siapa dengan se4gaja-melak*an pelanggaran
Jerha{al ketentuan-pasal 19 ayat (l) dipidana dengan pidana-penjan se;lama-lamanya I 8 (delapan belas) bulan atau pidana d-nda setinggr -tinggmya
15 juta rupiah ,Dalam kenyataannya uanyak omng yarrg iloggunatan
gelar di luar ketentuan yang berlaku sebagaimana aitor-oararnGrbagai,
peraturan perundang-undangan. Ada yang menggunakan gelar dari pergu-_
ruan tinggi yang tidak laik operasional menurut p.*to.* y*g u.ruli,
ada juga yang menggurakan gelar atau sebutan ."* u..u.au?un yaog
seharusnya. Bahkan akhir-akhir ini banyak pejabat pemerintahan o* tor.of,
masyarakat yang tiba-tiba memrliki derajat akademik tanpa menemplh
pendidikan y'ang wajar. Di lingkungan Dikti ada rumor bahwa ada sementara-
orang yang 
-han1a 
pergi melakukan ibadah umroh selama ,uto .ir,gt;
tetapi setelah pulang menyandang gelar MBA. Ada juga aHivis parp;l
yang tiba-tiba mendapat gelar doktor tanpa jelas apakatr iat honoris causal
atau membeli pada lembaga tert€ntu. Bahkan ada mubailigh yang tiba-tiba
j
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bergelar profesor tanpa diketahui oleh Depdikbud sebagai instansi yang
berwenang mengurusi pemberian jabatan akademik tersebut
Sampai saat ini belum pemah dilakukan tindakan hukum terhadap
beraagai ketidakwajaran tersebut kecuali terhadap mereka yang melakukan
pemalsuan ijaeah. Ketentuan hukum tentang ini ternyatatidak dapat ditegak-
kan sehingga menimbulkan pefiaftyaan tentang perlu atau tidaknya hukum
mengatur rnasalah ini. Mungkin ketentuan pasal 19 LIU No. 2 Tahun 1989
tersebut sebaiknya dicabut saja dari peratran perundang-undangan bidang
pendidikan tinggr dan jika masih dianggap perlu sebaiknya dimasukkan
saja ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru'
Dengan dirnasukkan ke dalam KI-HP maka penegakannya akan lebih mu-
dah.
PENUTI]P
Tantangan paling besar yang harus segera dijawab oleh perguruan
dnggi di Indonesia adalah menyiapkan dirinya untuk menguatkan pro-
fesionalisrne serta turut membangun masyarakat madani bagi Indonesia
bam. Pada era globalisasi yang semakin massif di abad ke-21 tuntgtan
ersebut tidak akan dapat dihindari karena keduanya merupakan bagian
dari kesadaran atau nurani global @lobal conciousness).
Harus diakui bahwa selama ini kinerja dan produk pergunum tinggi
Indonesia kurang profesional dan pemnnya belum optimal dalam mendorong
terciptanya masyarakat madani. Hal ini disebabkalr, antara lain, oleh para-
digfna pendidikan dan budaya masi'arakat yang cenderung menganut for-
,raltr*. yang menganggap ijazah perguruan tinggi sebagai sarana untuk
memperoleh kedudukan formal sehingga memberi efek bagi timbulnya
kastisosial yang tidak sehat karena posisi formal seseorang tidak ditentukan
oleh kapabilitasnya melainkan oleh ijazah formalnya. Di kalangan ma-
syarakai tumbuh kecenderungan kuat warganya untuk mempergleh y*4
perguruan tinggi hanya sebagai jalan untuk memperoleh kedudukan formal
dan menaikkan gengsi, bahkan melalui cara-oara yang tidak wajar sekalipun.
Paradigma dan budaya seperti inilah yang harus diprioritaskan untuk di-
rombak.
Dari sudut hukum atau peraturan perundang-undangan mulai terasa
bahwa, selain birokrasi dan intervensi pemerintah terlalu kuat dirasakan,
ada beberapamateri hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak
lagi relevan dengan perkembangan tuntutan baru. Audit hukum atau telaah
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atas beftagai peraturau penrndang-undangan dalam bidang pergunran tng-
gi membawa kesimpulan bahwa untuk nembangun profesionalisre dan
memperkud akselerasi masyarakd madani diperlukan peniqjauan kernbali
bertagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan. peniqiauan
tersebut harus diarahkan kepada upaya mendorong tumbuh-kuat profesi-
onalisme dan debirokr*isasi dalam- plnyelenggaraan pergunum tinggi de-
ngan membongkar kembali peraturan perundang-undangan yang disebutkan
di atas.
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